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Abstract 

Public administration branding is a crucial strategy in the digital age for building a positive image and public trust 
in government services. This article aims to outline the concept of branding in public administration and effective 
strategies for building public image and trust. The research employs a literature review method with a descriptive-
analytical approach. The findings indicate that branding in the public sector differs from that in the private sector as 
it focuses on flagship products within service delivery, rather than merely visual identity. The eight main dimensions 
of public branding encompass behavioural, managerial, physical, relational, sociocultural, representational, financial, 
and political dimensions that shape an institution’s brand equity. Effective strategies include strengthening service 
quality based on standards, digital branding through e-government and social media, responsive public 
communication, enhancing transparency and accountability, and public participation in service evaluation. Well-
managed branding can create a positive image, strengthen public trust, and increase public participation in supporting 
government programmes. The implementation of an integrated branding strategy is necessary for government agencies 
to build strong relationships with the public and enhance their legitimacy in carrying out governmental functions. 
Keywords: public administration branding, government image, public trust, public services, branding strategy, e-
government, transparency, accountability 

 
Abstrak 

Branding administrasi publik menjadi strategi krusial dalam era digital untuk membangun citra 
positif dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah. Artikel ini bertujuan 
menguraikan konsep branding dalam administrasi publik dan strategi efektif untuk membangun 
citra serta kepercayaan masyarakat. Penelitian menggunakan metode kajian pustaka dengan 
pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa branding di sektor 
pemerintahan berbeda dengan sektor privat karena berfokus pada produk unggulan dalam 
pelayanan, bukan sekadar identitas visual. Delapan dimensi utama branding publik mencakup 
dimensi perilaku, manajerial, fisikal, relasional, sosiokultural, representasional, finansial, dan politis 
yang membentuk ekuitas merek institusi. Strategi efektif meliputi penguatan kualitas layanan 
berbasis standar, digital branding melalui e-government dan media sosial, komunikasi publik yang 
responsif, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam evaluasi 
layanan. Branding yang dikelola dengan baik mampu menciptakan citra positif, memperkuat 
kepercayaan publik, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung program 
pemerintah. Implementasi strategi branding yang terintegrasi diperlukan bagi instansi pemerintah 
untuk membangun hubungan kuat dengan masyarakat dan meningkatkan legitimasi dalam 
menjalankan fungsi pemerintahan. 
Kata Kunci: branding administrasi publik, citra pemerintah, kepercayaan masyarakat, layanan 
publik, strategi branding, e-government, transparansi, akuntabilitas 
 
Pendahuluan 

Di era digital yang serba cepat dan kompetitif, branding menjadi faktor penting dalam 

membangun dan mengelola lembaga atau organisasi publik, tidak hanya di sektor bisnis tetapi juga 

di sektor pemerintahan (Tran & Nguyen, 2022). Masyarakat kini memiliki akses informasi yang 
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luas dan dapat mengevaluasi kualitas layanan pemerintah secara real-time melalui media sosial dan 

platform digital. Perlunya citra positif institusi publik semakin meningkat seiring dengan tuntutan 

transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dari publik. 

Branding di sektor pemerintahan berhubungan dengan produk unggulan dalam pelayanan 

yang disediakan oleh pemerintah, bukan sekadar logo atau warna visual semata (Kottler & Keller, 

2009). Upaya membangun citra dan kepercayaan publik melalui gaya komunikasi yang konsisten 

dan terarah menjadi kunci keberhasilan layanan pemerintah. Tanpa branding yang dikelola dengan 

baik, institusi publik sulit membedakan diri dari kompetitor dan kehilangan daya tarik bagi 

masyarakat.  

Branding yang dikelola dengan baik mampu menciptakan citra positif, memperkuat 

kepercayaan publik, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung program 

pemerintah (Sukma, 2024b). Citra positif ini menjadi aset berharga terutama dalam situasi krisis 

ketika misinformation dapat menimbulkan kebingungan massal. Masyarakat yang memiliki 

kepercayaan terhadap pemerintah lebih cenderung mendukung kebijakan dan berpartisipasi dalam 

program pembangunan. Kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah menjadi fondasi 

legitimasi pemerintah dalam menjalankan fungsinya (Lee et al., 2011). Tanpa kepercayaan publik, 

pemerintah kesulitan memperoleh dukungan untuk implementasi kebijakan dan program 

pembangunan. Rendahnya kepercayaan publik dapat menyebabkan resistensi terhadap kebijakan, 

penurunan partisipasi masyarakat, dan destabilisasi sosial. 

Masalah rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah masih menjadi 

tantangan besar di banyak negara, termasuk Indonesia. Masyarakat sering kali merasa tidak puas 

dengan kualitas pelayanan, lambatnya respons terhadap keluhan, dan ketidakjelasan informasi yang 

diberikan. Pengalaman negatif yang tersebar di media sosial mengenai buruknya layanan atau 

sebaliknya, pengalaman positif, akan membentuk citra layanan pemerintah di benak masyarakat 

(Gromark & Melin, 2013). 

Fenomena ini mendorong perlunya pendekatan baru dalam administrasi publik yang 

mengintegrasikan konsep branding untuk membangun citra positif. New Public Management 

menekankan pentingnya orientasi pelayanan dan efisiensi dalam pengelolaan sektor publik, yang 

selaras dengan prinsip branding. Teori Public Value juga menegaskan bahwa nilai yang diciptakan 

oleh pemerintah harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui kualitas layanan. Dimensi 

utama branding publik mencakup identitas institusi, nilai layanan, reputasi, dan pengalaman 

pengguna (Whelan et al., 2010). Faktor pembentuk citra pemerintah meliputi kualitas layanan, 

transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi komunikasi. Indikator keberhasilan branding publik 

dapat diukur melalui persepsi masyarakat dan kinerja layanan yang objektif. 

Strategi pemasaran yang terencana dan terintegrasi dapat membantu lembaga publik dalam 

membangun citra institusi, memperkuat kepercayaan publik, dan meningkatkan efektivitas 

kebijakan (Putra et al., 2024). Digital branding melalui e-government dan media sosial resmi 

menjadi sarana penting dalam era transformasi digital. Strategi komunikasi publik yang informatif, 

terbuka, dan responsif juga berperan dalam membangun kepercayaan. Peningkatan transparansi 

dan akuntabilitas menjadi strategi kunci untuk membangun trust dalam administrasi publik. 

Partisipasi masyarakat dalam evaluasi layanan memungkinkan pemerintah mendapat feedback 

langsung dan memperbaiki kualitas pelayanan. Studi kasus implementasi branding layanan publik 

di berbagai negara menunjukkan peningkatan kepercayaan publik setelah penerapan strategi 

branding yang komprehensif. 
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Perlunya integrasi konsep branding dalam administrasi publik semakin urgent seiring 

dengan perkembangan teknologi dan perubahan pola komunikasi masyarakat. Masyarakat modern 

mengharapkan layanan yang cepat, transparan, dan mudah diakses. Pemerintah yang tidak mampu 

memenuhi tuntutan ini akan kehilangan kepercayaan dan legitimasi di mata publik. 

Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk menguraikan konsep dan strategi branding 

administrasi publik dalam membangun citra dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan 

pemerintah.  

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dengan pendekatan deskriptif-analitis 

untuk menguraikan konsep dan strategi branding administrasi publik. Sumber data diperoleh dari 

berbagai literatur akademik termasuk jurnal nasional dan internasional, buku teks administrasi 

publik, dan dokumen lainnya yang mendukung. Teknik analisis data dilakukan melalui pembacaan 

kritis, identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi terhadap teori-teori relevan seperti New Public 

Management, Public Value Theory, dan Trust Theory untuk membangun argumentasi yang 

sistematis dan logis mengenai peran branding dalam administrasi publik (Walliman & Walliman, 

2021); (Eliyah & Aslan, 2025). 

 

Hasil dan Pembahasan 

Konsep dan Dimensi Branding dalam Administrasi Publik 

Konsep branding dalam administrasi publik merupakan upaya yang dilakukan pemerintah 

atau lembaga terkait pemerintahan dalam meraih dan meningkatkan kepercayaan, partisipasi, dan 

loyalitas publik dalam menjalankan program dan aktivitas pemerintahan melalui komunikasi, 

aktivasi, dan amplifikasi nilai-nilai pemerintahan yang berkaitan dengan kebutuhan, aspirasi, 

problem, dan kepentingan warga (Whelan et al., 2010). Branding di sektor pemerintahan 

berhubungan dengan produk unggulan dalam pelayanan yang disediakan oleh pemerintah, bukan 

sekadar logo atau warna visual semata. Executive definition ini berbeda dengan branding sektor 

privat yang lebih berorientasi pada profit dan keuntungan ekonomi. 

Branding dalam konteks organisasi publik memiliki tantangan yang berbeda dibandingkan 

dengan sektor swasta karena layanan yang diberikan oleh lembaga publik bersifat esensial dan 

mempengaruhi kehidupan masyarakat luas (Tran & Nguyen, 2022). Oleh karena itu, branding 

harus berfokus pada membangun persepsi positif dan menjaga hubungan baik dengan publik. 

Strategi branding yang efektif dalam sektor publik harus mencerminkan nilai-nilai integritas, 

transparansi, dan akuntabilitas yang merupakan pilar utama administrasi publik modern (Erdem & 

Swait, 2016). 

Teori Branding menyatakan bahwa branding yang efektif merupakan strategi penting dalam 

membentuk citra dan reputasi organisasi, yang pada gilirannya mempengaruhi persepsi masyarakat 

dan efektivitas layanan (Leijerholt et al., 2022). Menurut Kottler & Keller, (2009), branding yang 

kuat menciptakan asosiasi positif yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku konsumen. 

Branding yang baik membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik dan 

mengkomunikasikan komitmen serta nilai-nilai instansi tersebut secara konsisten dan terpadu. 

Dalam konteks layanan publik, penelitian oleh Candranegara et al., (2020) mengungkapkan bahwa 

komunikasi yang jelas dan terbuka dapat mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan kepuasan 

masyarakat terhadap layanan publik. Pengelolaan reputasi yang positif memungkinkan institusi 

publik untuk mengelola ekspektasi publik secara lebih efektif dan memitigasi potensi konflik yang 
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dapat muncul dari kesenjangan harapan dan realitas layanan yang diberikan. Penelitian Sukma, 

(2024) menekankan peran strategi branding dalam membangun citra publik yang baik dan 

mengelola keluhan pelanggan secara efisien dan responsif. 

Reputasi yang baik berkontribusi pada persepsi positif terhadap kualitas layanan dan 

mempengaruhi tingkat kepercayaan serta keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan. 

Selain itu, komunikasi publik sangat penting dalam membangun hubungan yang harmonis antara 

pemerintah dan masyarakat sebagai mitra setara dalam proses pembangunan nasional. Menyoroti 

bahwa keberhasilan suatu lembaga publik dalam memberikan layanan tidak hanya bergantung pada 

kualitas teknis layanan itu sendiri, tetapi juga pada bagaimana lembaga tersebut membangun dan 

menjaga komunikasi dengan masyarakatnya secara intensif dan berkelanjutan (Bankins & 

Waterhouse, 2019). 

Dimensi utama branding publik mencakup delapan aspek fundamental yang saling terkait 

dan membentuk ekuitas merek institusi publik. Ada berbagai dimensi dan aspek terkait 

governmental branding, namely 1) Behavioral Dimensions (ranging from public awareness to 

loyalty), 2) Managerial Dimensions (ranging from governance to efficiency), 3) Physical 

Dimensions (ranging from distinctive identity signifiers to resources and environmental issues), 4) 

Relational Dimensions (ranging from public relations to the private sector), 5) Sociocultural 

Dimensions (ranging from philanthropic efforts to community development), 6) Representational 

Dimensions (ranging from communication and dialog to constructive narratives), 7) Financial 

Dimensions (ranging from investment perception to debt), and 8) Political Dimensions (ranging 

from policies to political trust) (Lee et al., 2011). 

Dimensi Perilaku mencakup mulai dari kesadaran publik hingga loyalitas masyarakat 

terhadap institusi publik. Dimensi Manajerial meliputi aspek governance hingga efisiensi dalam 

pengelolaan layanan publik. Dimensi Fisikal mencakup penanda identitas distingtif hingga 

sumberdaya dan isu lingkungan yang mempengaruhi citra institusi. Dimensi Relasional meliputi 

mulai dari relasi-relasi publik hingga sektor swasta dalam membangun kemitraan strategis untuk 

peningkatan kualitas layanan (Lee et al., 2011). 

Dimensi Sosiokultural mencakup mulai dari upaya-upaya filantrofis hingga pengembangan 

masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial institusi publik. Dimensi Representasional 

meliputi mulai dari komunikasi dan dialog hingga narasi-narasi konstruktif yang membentuk 

persepsi publik. Dimensi Finansial mencakup mulai dari persepsi investasi hingga pengelolaan 

utang yang mempengaruhi kredibilitas institusi. Dimensi Politis meliputi mulai dari pengembangan 

produk-produk kebijakan hingga amanah politik yang menjadi fondasi legitimasi pemerintahan 

(Wijaya, 2018). 

Faktor pembentuk citra pemerintah meliputi kualitas layanan, transparansi, akuntabilitas, 

dan konsistensi komunikasi yang merupakan elemen kunci dalam strategi branding publik. Dalam 

kerangka lembaga publik, hubungan masyarakat memiliki tanggung jawab utama dalam 

mengkomunikasikan kebijakan dan program pemerintah dengan jelas dan efektif kepada 

masyarakat (Gromark & Melin, 2013). Menurut Naryoso & Lestari (2016), hubungan masyarakat 

memainkan peran penting dalam pengelolaan opini publik yang mempengaruhi keberhasilan 

kebijakan dan program pemerintah secara keseluruhan (Naryoso & Lestari, 2016). 

Penelitian Siregar, (2025) menambahkan bahwa profesional hubungan masyarakat juga 

berfungsi sebagai mediator dalam menangani keluhan dan umpan balik dari masyarakat, yang pada 

akhirnya meningkatkan kepuasan dan dukungan terhadap layanan publik. Transparansi dalam 

komunikasi dan pengelolaan reputasi yang baik merupakan aspek penting dalam meningkatkan 
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efektivitas layanan publik modern. Sang, (2023) mengungkapkan bahwa keterbukaan dalam 

komunikasi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat serta dukungan terhadap kebijakan publik 

secara signifikan dan berkelanjutan. 

Penelitian Andhika, (2018) menekankan bahwa transparansi dan komunikasi yang efektif 

memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan 

kebijakan publik. Model Customer-Based Brand Equity (CBBE) dari Keller (2009) dapat menjadi 

kerangka penting dalam menganalisis kekuatan branding sektor publik secara komprehensif. Model 

ini menyatakan bahwa ekuitas merek dibentuk melalui empat pilar utama: brand awareness, brand 

associations, perceived quality, dan brand loyalty yang saling berinteraksi dalam membentuk 

persepsi publik. 

Dalam konteks institusi publik, kesadaran publik (awareness) mungkin sudah terbentuk, 

terutama melalui spanduk dan papan proyek, namun asosiasi positif, persepsi kualitas layanan, dan 

loyalitas publik terhadap lembaga belum tergarap dengan optimal. Ketika publik hanya melihat 

institusi publik sebagai pelaksana proyek, bukan sebagai mitra pembangunan yang peduli, maka 

daya tahan reputasi lembaga menjadi lemah dan mudah goyah saat muncul keluhan atau kritik dari 

masyarakat. Branding dalam sektor publik menghadapi tantangan unik, sehingga perlu fokus pada 

integritas dan transparansi untuk membangun persepsi positif dan hubungan yang kuat dengan 

masyarakat (Sukma, 2024b). 

Branding yang dikelola dengan baik mampu menciptakan citra positif, memperkuat 

kepercayaan publik, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung program 

pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik lainnya. Teori New Public Management 

menekankan pentingnya orientasi pelayanan dan efisiensi dalam pengelolaan sektor publik, yang 

selaras dengan prinsip branding modern (Whelan et al., 2010). Teori Public Value juga menegaskan 

bahwa nilai yang diciptakan oleh pemerintah harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat 

melalui kualitas layanan yang superior dan responsif. 

Indikator keberhasilan branding publik dapat diukur melalui persepsi masyarakat dan 

kinerja layanan yang objektif dengan menggunakan berbagai metode evaluasi seperti survei 

persepsi, analisis media sosial, tingkat partisipasi masyarakat, dan respons terhadap kampanye yang 

dijalankan (Kottler & Keller, 2009). Evaluasi ini membantu lembaga menyesuaikan pesan dan 

strategi komunikasi agar tetap relevan dan berdampak positif bagi masyarakat. Strategi pemasaran 

yang terencana dan terintegrasi dapat membantu lembaga publik dalam membangun citra institusi, 

memperkuat kepercayaan publik, dan meningkatkan efektivitas kebijakan secara menyeluruh 

(Putra et al., 2024). 

 

Strategi Membangun Citra dan Kepercayaan Masyarakat 

Strategi pertama yang efektif dalam membangun citra dan kepercayaan masyarakat adalah 

penguatan kualitas layanan berbasis standar pelayanan publik yang jelas dan terukur. Birokrasi yang 

responsif merupakan kunci membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena 

birokrasi mampu menunjukkan kehadiran yang nyata dalam menyelesaikan masalah sehari-hari 

(Tan et al., 2022). Ketika masyarakat merasa didengar dan dilayani dengan baik, mereka akan 

melihat pemerintah sebagai mitra, bukan sebagai entitas yang jauh dan kaku yang sulit diakses. 

Pelayanan publik yang efektif bukan lagi tentang siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang 

paling tanggap dan memahami kebutuhan masyarakat secara menyeluruh (Tan et al., 2022). Dalam 

konteks modern, masyarakat tidak lagi hanya menuntut pelayanan yang cepat, tetapi juga pelayanan 

yang responsif dan adaptif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Reformasi birokrasi 
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harus disertai pembinaan sumber daya manusia yang berfokus pada peningkatan integritas, 

kemampuan komunikasi, serta orientasi pada hasil yang bermanfaat bagi masyarakat secara 

langsung. 

Strategi kedua adalah digital branding melalui e-government dan media sosial resmi yang 

menjadi sarana penting dalam era transformasi digital. Strategi ini menurutnya menjadi semakin 

relevan karena pelayanan publik saat ini bergerak ke arah yang lebih human-centered, berbasis 

kebutuhan, pengalaman, dan harapan warga (Wahyuningtyas et al., 2025). Melalui city branding 

dan digital branding, pemerintah daerah dapat menyampaikan identitas dan arah pembangunan 

secara konsisten dengan bahasa yang bisa dipahami publik secara luas dan mudah. 

Digital branding saat ini tidak hanya dibutuhkan oleh perusahaan besar saja, namun 

pemerintah pun juga harus memahami apa itu digital branding dan kegunaannya dalam 

membangun citra positif (Tran & Nguyen, 2022). Branding apa yang sebaiknya dilakukan oleh 

pemerintah dan bagaimana menerapkan strategi digital branding yang efektif menjadi pertanyaan 

penting bagi instansi pemerintah modern. Pemerintah yang tidak mampu memenuhi tuntutan 

digital ini akan kehilangan kepercayaan dan legitimasi di mata publik yang semakin kritis. 

Strategi ketiga adalah strategi komunikasi publik yang informatif, terbuka, dan responsif 

terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks itu, city branding dapat memperkuat kepercayaan, 

memperluas partisipasi masyarakat, dan membangun koneksi emosional antara pemerintah dan 

warga (Wahyuningtyas et al., 2025). Artinya, bukan hanya apa yang dikerjakan pemerintah, tetapi 

bagaimana hal itu dipersepsikan oleh masyarakat melalui komunikasi yang efektif dan terarah. 

Strategi komunikasi yang jelas dan terbuka dapat mengurangi kesalahpahaman dan 

meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik secara signifikan (Candranegara et al., 

2020). Humas mengelola hubungan dengan media melalui kegiatan seperti media gathering, press 

conference, dan diskusi untuk memperlancar arus informasi dan meningkatkan komunikasi antara 

Humas dengan media (Leijerholt et al., 2022). Dengan strategi tersebut, Humas Pemerintah 

berhasil meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah melalui publikasi yang ada secara 

konsisten dan transparan. 

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas menjadi strategi kunci untuk membangun trust 

dalam administrasi publik modern. Transparansi dalam pelayanan publik berarti menyediakan 

informasi yang jelas, terbuka, dan dapat diakses tentang proses, kebijakan, serta keputusan yang 

mempengaruhi masyarakat (Choi et al., 2014). Aksesibilitas informasi merupakan aspek penting 

karena masyarakat harus dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai layanan publik, 

termasuk prosedur, biaya, dan waktu pelayanan melalui berbagai saluran komunikasi. Keterbukaan 

proses dan keputusan membantu mengurangi kekhawatiran dan spekulasi yang dapat merusak citra 

institusi publik. Menginformasikan masyarakat tentang bagaimana keputusan diambil dan 

bagaimana proses pelayanan dijalankan membantu mengurangi kekhawatiran dan spekulasi tentang 

favoritisme atau korupsi (Wæraas & Maor, 2014). Misalnya, menjelaskan kriteria penilaian dalam 

proses pengadaan barang atau penerimaan bantuan dapat menghindari tuduhan negatif yang 

merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. 

Akuntabilitas lembaga publik harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan hasil 

layanan yang diberikan kepada masyarakat. Ini mencakup penjelasan tentang penggunaan 

anggaran, hasil evaluasi, dan penanganan keluhan secara terbuka tanpa menutupi kesalahan atau 

kegagalan (Leijerholt et al., 2019). Lembaga publik yang akuntabel akan memperoleh kepercayaan 

lebih besar dari masyarakat karena mereka menunjukkan komitmen terhadap integritas dan etika 

dalam menjalankan tugas pelayanan publik. 
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Partisipasi masyarakat dalam evaluasi layanan memungkinkan pemerintah mendapat 

feedback langsung dan memperbaiki kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Partisipasi publik 

melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi layanan memungkinkan mereka 

merasa lebih terlibat dan memiliki suara dalam kebijakan yang mempengaruhi mereka (Choi et al., 

2014). Ini juga membantu memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat yang sesungguhnya dan bukan hanya asumsi pemerintah. 

Pelaporan dan evaluasi yang sistematis mengimplementasikan sistem pelaporan yang 

memungkinkan masyarakat memberikan umpan balik dan menilai kualitas layanan yang diterima. 

Evaluasi rutin dan publikasi hasilnya membantu menunjukkan komitmen terhadap perbaikan 

berkelanjutan yang menjadi esensi branding publik modern (Leijerholt et al., 2019). Dengan sistem 

pelaporan yang baik, pemerintah dapat mengidentifikasi masalah dan segera mengambil tindakan 

perbaikan untuk meningkatkan kualitas layanan. 

Strategi pemasaran yang terencana dan terintegrasi dapat membantu lembaga publik dalam 

membangun citra institusi, memperkuat kepercayaan publik, dan meningkatkan efektivitas 

kebijakan secara menyeluruh (Putra et al., 2024). Strategi marketing public relation yang efektif 

mencakup optimalisasi media sosial, kolaborasi lintas generasi, pelatihan literasi digital, serta narasi 

positif melalui storytelling (Puspitasari & Aslan, 2024). Temuan ini menegaskan pentingnya PR 

berbasis komunitas dalam meningkatkan kepercayaan sosial terhadap kontribusi pemerintah di 

masyarakat. 

Studi kasus implementasi branding layanan publik di berbagai negara menunjukkan 

peningkatan kepercayaan publik setelah penerapan strategi branding yang komprehensif dan 

terintegrasi. Dengan strategi tersebut Humas Pemerintah Kota Surakarta berhasil membangun 

citra positif melalui tiga strategi media relation yang efektif dan terukur (Leijerholt et al., 2022). 

Grup WhatsApp media digunakan untuk memperlancar arus informasi dan fasilitas pressroom 

juga diberikan oleh Humas untuk mendukung pekerjaan jurnalis secara profesional. 

Analisis dampak strategi terhadap peningkatan kepercayaan publik menunjukkan bahwa 

branding yang dikelola dengan baik mampu menciptakan citra positif, memperkuat kepercayaan 

publik, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung program pemerintah. Ketika 

publik hanya melihat institusi publik sebagai pelaksana proyek, bukan sebagai mitra pembangunan 

yang peduli, maka daya tahan reputasi lembaga menjadi lemah dan mudah goyah saat muncul 

keluhan (Sukma, 2024b). Oleh karena itu, strategi branding harus fokus pada integritas dan 

transparansi untuk membangun persepsi positif dan hubungan yang kuat dengan masyarakat. 

 

Kesimpulan 

Branding administrasi publik merupakan strategi penting dalam membangun citra positif 

dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah di era digital yang serba cepat dan 

kompetitif. Konsep branding di sektor pemerintahan berbeda dengan sektor privat karena 

berfokus pada produk unggulan dalam pelayanan yang disediakan pemerintah, bukan sekadar logo 

atau warna visual semata. Branding yang dikelola dengan baik mampu menciptakan citra positif, 

memperkuat kepercayaan publik, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung 

program pemerintah. 

Dimensi utama branding publik mencakup delapan aspek fundamental yaitu dimensi 

perilaku, manajerial, fisikal, relasional, sosiokultural, representasional, finansial, dan politis yang 

saling terkait dan membentuk ekuitas merek institusi publik. Strategi efektif untuk membangun 

citra dan kepercayaan masyarakat meliputi penguatan kualitas layanan berbasis standar pelayanan 
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publik, digital branding melalui e-government dan media sosial resmi, strategi komunikasi publik 

yang informatif dan responsif, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta partisipasi 

masyarakat dalam evaluasi layanan. 

Implikasi praktis bagi instansi pemerintah adalah perlunya integrasi konsep branding dalam 

administrasi publik dengan fokus pada integritas dan transparansi untuk membangun persepsi 

positif dan hubungan yang kuat dengan masyarakat. Rekomendasi pengembangan branding 

administrasi publik ke depan mencakup penerapan strategi pemasaran yang terencana dan 

terintegrasi, optimalisasi media sosial, kolaborasi lintas generasi, pelatihan literasi digital, serta 

narasi positif melalui storytelling untuk meningkatkan kepercayaan sosial terhadap kontribusi 

pemerintah di masyarakat. Keberhasilan branding publik dapat diukur melalui persepsi masyarakat, 

kinerja layanan, tingkat partisipasi, dan respons terhadap kampanye yang dijalankan secara 

konsisten dan berkelanjutan. 
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